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ABSTRAK

Seorang hakim pengadilan agama sebagai salah satu penegak hukum yang
memeriksa dan memutus persengketaan berdasarkan asas personalitas keislaman
harus memberikan putusan yang benar-benar mempertimbangkan maḍarrah dan
maṣlaḥah bagi para pihak, selain itu dalam pertimbanganya juga harus memuat
alasan dan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku, agar putusan yang
dihasilkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Namun,
jika hal tesebut tidak dilakukan maka pihak yang merasa tidak puas dapat
mengajukan upaya hukum banding ke Pengadian Tinggi Agama agar memeriksa
kembali putusan yang pertama. Fenomena ini terjadi pada putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk yang dibatalkan oleh
putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk
dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan Pertengkaran
sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf f KHI. Dari dua putusan tesebut, penyusun tertarik meneliti mengenai
bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan dua perkara
tersebut dan juga analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum terhadap
putusan majelis hakim tingkat banding yang membatalkan putusan majelis hakim
tingkat pertama.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (Library research), karena
mengambil data primer berupa dokumen salinan putusan perkara Nomor:
0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. Penelitian
ini bersifat Preskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa
dokumentasi dan wawancara. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis-
normatif, sehingga dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif
dengan alur berfikir Induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mejelis hakim tingkat pertama
dalam putusan perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk menggunakan
pertimbangan tiga dasar hukum berupa undang-undangan. Sedangan majelis
hakim tingkat banding dalam putusan perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk
menggunakan pertimbangan delapan belas dasar hukum baik dari undang-undang,
yurisprudensi, Sema, dan juga pendapat ulama. Selanjutnya pertimbangan hukum
putusan majelis hakim tingkat banding yang membatalkan putusan majelis hakim
tingkat pertama secara yuridis sudah sesuai dengan hukum formil dan materil
peradilan agama yang berlaku, karena dalam memutus perkara cerai gugat dengan
alasan perselisihan dan Pertengkaran menggunakan pertimbangan hukum yang
didasarkan pada lima yurisprudensi dan satu sema yang terkait alasan tersebut.
Kemudian secara normatif juga sudah sesuai dengan hukum materil yang berlaku,
karena dalam pertimbaan hukumnya mempertimbangkan aspek maḍarrah dan
maṣlaḥah terhadap kedua belah pikak berserta anaknya. Hal ini didasarkan pada
dasar hukum berupa pendapat DR. Mustofa As-Siba’i dalam kitab  Al-mar’atu
bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100. Dasar hukum aturan yuridis-normatif ini
yang menjadi point penting pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding
yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

Alif

Bā’

Tā’

Ṡā’

Jīm

Ḥā’

Khā’

Dāl

Żāl

Rā’

Zāi

Sīn

Syīn

Ṣād

Tidak dilambangkan

b

t

ṡ

j

ḥ

kh

d

ż

r

z

s

sy

ṣ

Tidak dilambangkan

be

te

es (dengan titik di atas)

je

ha (dengan titik di bawah)

ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)

er

zet

es

es dan ye

es (dengan titik di bawah)
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ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

و

ھـ

ء

ي

Ḍād

Ṭā’

Ẓā’

‘ain

Gain

Fā’

Qāf

Kāf

Lām

Mīm

Nūn

Wāw

Hā’

Hamzah

Yā’

ḍ

ṭ

ẓ

‘

g

f

q

k

l

m

n

w

h

`

Y

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge

ef

qi

ka

el

em

en

w

ha

apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مـتعدّدة

عدّة

ditulis

ditulis

Muta‘addidah

‘iddah

C. Tā’marbūṭah

Semua Tā’marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh
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kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya

kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة

علّـة

كرامةالأولیاء

ditulis

ditulis

ditulis

ḥikmah

‘illah

karāmah al-auliyā’

D. Vokal pendek

__ َ◌__

__ ِ◌__

ُ____

Fatḥah

Kasrah

Ḍammah

ditulis

ditulis

ditulis

a

i

u

فعَل

ذكُر

یَذھب

Fatḥah

Kasrah

Ḍammah

ditulis

ditulis

ditulis

fa‘ala

żukira

yażhabu

E. Vokal panjang

1

2

3

fatḥah + alif

جاھلـیةّ

fatḥah + yā’ mati

تـَنسى

Kasrah + yā’ mati

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ā

jāhiliyyah

ā

tansā

ī
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4

كریـم

Ḍammah + wāwu mati

فروض

ditulis

ditulis

ditulis

karīm

ū

furūḍ

F. Vokal rangkap

1

2

fatḥah + yā’ mati

بـینكم

fatḥah + wāw mati

قول

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai

bainakum

au

qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أأنـتم

اعُدّت

لئنشكرتـم

ditulis

ditulis

ditulis

a’antum

u‘iddat

lain syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf

awal “al”

القرأن

القیاس

ditulis

ditulis

al-Qur’ān

al-Qiyās
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السّماء

الشّمس

ditulis

ditulis

as-Samā’

asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الفروضذوى

أھل السّـنةّ

ditulis

ditulis

żawi al-furūḍ

ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,

syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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) 11إنّ الله لا یغیرّ ما بقوم حتىّ یغیرّوا ما بأنفسھم (الرعد:
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ا من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ. أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محمد

عبده ورسولھ. اللھم صل وسلم وبارك على محمد و على الھ وصحبھ ومن اھتدى بھداه 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum perkawinan Indonesia memiliki asas mempersulit terjadinya 

perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Pasal tersebut merumuskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan 

di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha 

mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi  tidak berhasil, maka 

pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. 

Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa 

suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi.1 

Salah satu alasan perceraian yang menarik dikaji yaitu mengenai 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang termuat dalam penjelasan pasal 

39 ayat (2) huruf f Undang-undang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam. 

Menurut ketentuan pasal ini, jika suami istri berselisih dan bertengkar 

terus menerus dan tidak mungkin rukun kembali, salah satu atau kedua belah 

pihak dapat mengajukan cerai. Alasan inilah yang disebut dengan Onheelbare 

Twesspalt.2 Banyak pihak yang menganggap bahwa dikabulkanya perceraian 

                                                        
1Hukum online, “Onheelbare Tweespalt dalam Doktrin dan Yurisprudensi,”  

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7ab5bef40e2/ionheelbare-tweespalt-i-dalam doktrin-
dan-yurisprudensi.htm, akses 5 Juli 2016. 

 
2Ibid. 
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disebabkan alasan ini merupakan hal yang sifatnya relatif dan bahkan bersifat 

karet karena tidak memiliki tolak ukur yang berlaku, sehingga cenderung mudah 

untuk diajukan di depan persidangan. 

Fenomena mengenai alasan ini pernah menyita perhatian publik dalam 

kasus cerai talak, pada 2007 lalu antara Bambang Trihatmojo, putra mantan 

Presiden Soeharto kepada Halimah yang telah dikabulkan Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat dengan alasan antara keduanya sering terjadi pertengkaran, sehingga 

tidak ada harapan akan rukun lagi. Meskipun gugatan cerai talak sempat 

dinyatakan ditolak di tingkat banding dan kasasi, namun, di tingkat peninjauan 

kembali (PK) gugatan cerai talak ini kembali dikabulkan dengan alasan yang 

sama.3  

Oleh karena itu, Chairunnisa selaku kuasa hukum Halimah mengajukan uji 

undang-undang (Yudicial Review) ke Mahkamah Kosntitusi atas Penjelasan Pasal 

39 ayat (2) huruf f  Undang-undang Perkawinan yang dirasa merugikan hak 

konstitusional klienya yang dijamin Pasal 28D ayat (1)4 dan Pasal 28H ayat (2)5 

UUD 1945. Selain itu, dia menilai bahwa Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f 

tidak mengatur hal-hal apa saja yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran 

itu terjadi. Namun pada akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang 

                                                        
3Hukum Online, “Janda Cendana Uji Aturan Perceraian, ”http://www. 

hukumonline.com/berita/baca/lt4e1725c3b8776/janda-cendana-uji-aturan-alasan-perceraian-, 
akses 5 Juli 2016. 

 
4Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. 
 
5Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 
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dipimpin oleh M. Mahfud MD menolak permohonan itu, sehingga pasal itu masih 

tetap berlaku sampai sekarang. 

Melalui data yang diperoleh penyusun di halaman website direktori 

putusan Mahkamah Agung,6 penyusun menemukan salah satu putusan Pengadilan 

Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk, tentang cerai gugat. Alasan 

perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada putusan tersebut, 

pada pokoknya yaitu:   

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan sifat dan sikap buruk Tergugat yang selalu 

berkata kasar dan berperilaku kasar, mempunyai temperamental tinggi dan 

sering menyakiti perasaan Penggugat, serta tidak memperdulikan 

kehidupan rumah tangga; 

2. Bahwa Tergugat sering pulang malam bahkan sampai tidak pulang ke 

rumah tanpa pamit atau memberi kabar kepada Penggugat; 

3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta 

membiayai kehidupan rumah tangga yang mestinya menjadi tanggung 

jawab Tergugat, sehingga biaya rumah tangga menjadi tangungan 

Penggugat meskipun harus keja keras; 

4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah, menunjukan bahwa Tergugat tidak 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami, sehingga  dianggap telah 

melanggar janji nikah (sighat ta’lik); 

                                                        
6“Mahkamah Agung,”http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah -

agung/, akses 3 Juli 2016. 
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5. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dan 

Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang; 

6. Bahwa Penggugat yakin bahatera rumah tangganya sudah tidak dapat di 

pertahankan dan tidak dapat rukun lagi sebagaimana bunyi Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 

7. Bahwa karena tujuan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan 

dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak 

tercepai, maka Penggugat sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan 

perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf f dan atau huruf g 

kompilasi hukum Islam. 

Menanggapi gugatan ini, Tergugat memberikan jawaban bahwa yang 

didalilkan oleh Penggugat tidak benar, sehingga proses persidangan dilanjutkan 

dengan tahap replik dan duplik  yang pada intinya Penggugat dan Tergugat tetap 

mempertahankan gugatan dan jawaban semula. Kemudian pada tahap 

pembuktian, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan lima alat bukti 

tertulis dan dua orang saksi. 

Setelah majelis hakim tingkat pertama memeriksa bukti-bukti yang 

diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, majelis hakim dalam 

pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebab-sebab alasan perceraian 

sebagaimana dalam dalil/posita di atas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat saat 

tahap pembuktian, selain itu sebab-sebab alasan perceraian tersebut dibantah 

semua oleh Tergugat, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat belum dan 

tidak sanggup membuktikan dalil gugatannya sebagaimana disyaratkan  dalam 
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pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 

19 Tahun 1975, oleh karena itu, gugutan Penggugat harus ditolak. 

Hal ini, yang menyebabkan Penggugat merasa keberatan dengan putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga mengajukan banding ke Pengadilan 

Tinggi Agama Yogyakarta. Setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari 

dan memeriksa kembali putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 

0054/Pdt.G/2015/PA.Yk beserta berita acara sidanganya, majelis hakim tingkat 

banding menemukan fakta baru yang menyatakan bahwa sebenarnya alasan 

perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dapat 

dibuktikan. Fakta tersebut berupa pernyataan saksi yang menyatakan pernah 

mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga menyebabkan pisah 

rumah, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. 

Pada akhirnya, melalui putusan perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk7 

majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding 

Penggugat/Pembanding dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan 

Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk. Pada pokoknya 

pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa Gugatan 

perceraian karena pertengkaran dan perselisihan dapat dikabulkan tanpa harus 

melihat siapa yang salah dan yang benar, asalkan benar terbukti ada sebuah 

perselisihan dan pertengkaran, selain itu juga melihat kenyataan bahwa keduanya 

telah pisah ranjang. 

                                                        
7Ibid. 
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Dari pemaparan di atas jelas terdapat perbedaan pendapat antara majelis 

hakim tingkat pertama dengan majelis hakim tingkat banding dalam sebuah pokok 

perkara yang sama yaitu cerai gugat dengan alasan Pertengkaran dan Perselisihan 

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 

huruf (f), yang menyebabkan hasil putusannya pun juga berbeda. Majelis hakim 

tingkat pertama menolak gugatan Penggugat sedangkan majelis hakim tingkat 

banding menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding sehingga 

Putusan pengadilan agama tingkat pertama dibatalkan. Hal ini yang membuat 

penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah, skripsi 

yang berjudul “ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP 

PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  

NOMOR: 0054/PDT.G/2015/PA.YK OLEH PENGADILAN TINGGI 

AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/PDT.G/2015/PTA.YK  TENTANG 

CERAI GUGAT”. 

 

B. Pokok Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara 

Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/ 

PTA.Yk tentang carai gugat ? 
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2. Bagaimana analisis yuridis-normatif terhadap Pertimbangan hukum 

putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 43/Pdt.G 

/2015/PTA.Yk yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama 

perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk tentang carai gugat? 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan 

perkara Nomor:0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt. 

G/2015/ PTA.Yk tentang carai gugat. 

2. Untuk mengetahui analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum 

putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 43/Pdt.G/ 

2015/PTA.Yk yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama 

perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk tentang carai gugat. 

Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

1. Dari segi akademis, diharapkan, penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi kazhanah ilmu pengetahuan dan kajian keislaman khusunya 

mengenai Perceraian di Peradilan Agama. 

2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan 

dan respon bagi peradilan agama dalam mengambil kebijaksanaan dan 

keadilan demi tercepainya kemaslahatan. 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting 

sebelum penyusun melakukan langkah lebih lanjut dan berguna untuk memastikan 

orisinalitas bahwa skripsi yang ditulis ini belum pernah dibahas. Sekaligus 

berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang didapat.  

Penyusun telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya ilmiah 

berupa skripsi maupun thesis yang mempunyai sedikit korelasi dengan tema 

skripsi ini. Namun penyusun menemukan perbedaan pembahasan literatur tersebut 

dengan skripsi ini, diantaranya yaitu: 

Pertama, Skripsi dari Alfarobi Ali yang berjudul “Analisis Yuridis 

Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/PA.Sda oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby tentang 

cerai talak”.8Meskipun skripsi ini sama mengenai Putusan Pengadilan Tinggi 

Agama yang membatalkan putusan Pengadilan Agama, namun Skripsi ini berbeda 

dengan penelitian penyusun. Skripsi yang ditulis Alfarobi Ali membahas 

perbedaan pendapat majelis pengadilan tinggi agama dengan majelis pengadilan 

agama mengenai masalah putusan verstek. Sedangkan penelitian penyusun 

membahas tentang perbedaan pendapat majelis  pengadilan tinggi agama dengan 

majelis pengadilan agama mengenai putusan cerai gugat sebab perselisihan dan 

pertengkaran. 

                                                        
8AlFarabi Ali, “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 

1776/Pdt.G/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby 
tentang cerai talak”, Skripsi Prodi al ahwal asy syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam 
IAIN Sunan Ampel Surabaya 2014. 
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Kedua, Skripsi dari Syamsul Arifin yang berjudul “Analisis Yuridis 

terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor: 590/Pdt.G/ 

2013/PA.Smp oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: No:469/Pdt.G/ 

2013/Pta.Sby tentang cerai talak.9 Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin 

membahas tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang 

membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep karena pada Kuasa Hukum 

pihak termohon belum disumpah oleh pengadilan tinggi setempat atau belum 

memiliki BAS (Berita Acara Sumpah) pada saat beracara di Pengadilan Agama, 

sehingga penelitian tersebut lebih fokus pada bahasan legalitas kuasa hukumnya. 

Sedangkan penelitian penyusun membahas tentang perbedaan pendapat majelis  

pengadilan tinggi agama dengan majelis pengadilan agama mengenai putusan 

cerai gugat sebab perselisihan dan pertengkaran. 

Ketiga, Skripsi dari David Ubaidillah yang berjudul “Analisis Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan dan Pertengkaran sebagai alasan 

perceraian (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011)”.10 

Meskipun skripsi ini sama membahas mengenai perselisihan dan pertengkaran. 

Namun hal ini berbeda dengan penelitian penyusun, David Ubaidillah membahas 

tentang Pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf f  

kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan Penyusun membahas tentang Pendapat 

                                                        
9Syamsul Arifin, Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama 

Sumenep Nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 
469/Pdt.G/2013/Pta.Sby/Pta.Sby”, Skripsi Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2015. 

 
10David Ubaidillah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan 

dan Pertengkaran sebagai alasan perceraian (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
38/PUU-IX/2011)”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi 
Islam IAIN Wali Songo Semarang 2013. 
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majelis Hakim Tinggi  dalam menyikapi pasal tersebut, sehingga obyek yang 

diteliti oleh David Ubaidillah berupa putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 38/ 

PUU-IX/2011 sedangkan yang diteliti oleh penyusun berupa Putusan Nomor: 

0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta Nomor:43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang carai gugat. 

Keempat, Skripsi dari M. Saifuddin Zuhri yang berjudul “Perselisihan 

Tempat Tinggal sebagai alasan Percerian (Studi terhadap putusan Pengadilan 

Agama Yogyakarta 2009)”.11 Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor 

penyebab Perselisihan mengenai tempat tinggal yang terjadi di Pengadilan Agama 

Yogyakarta 2009 yang jumlahnya ada empat perkara. Sedangkan penelitian 

penyusun lebih fokus mengkaji tentang pertimbangan hukum majelis hakim 

dalam memutus perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 

43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang carai gugat. 

Kelima, Skripsi dari Hanisa yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam dan 

Hukum Positif terhadap cerai Gugat karena suami berbeda aliran Agama di 

Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.G.2013/PA. 

YK)”.12 Meskipun Skripsi ini sama-sama menggunakan pendekatan Hukum Islam 

dan Hukum Positif dalam analisis putusanya, namun pokok masalah cerai gugat 

skripsi ini bebeda dengan penyusun. Hanisa meneliti cerai gugat karena suami 

                                                        
11M. Saifuddin Zuhri, “Perselisihan Tempat Tinggal sebagai alasan Perceraian (Studi 

terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 2009)” Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. 

 
12Hanisa, “Tinjuaun Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap cerai Gugat karena suami 

berbeda aliran Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 
0650/Pdt.G.2013/PA.YK)” Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. 
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berbeda aliran Agama sedangkan penyusun meneliti cerai gugat kerana adanya 

perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan 

bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

Pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak.13 Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan 

bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.14Adapun 

alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebuah perceraian diatur dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak  lain selama 2  (dua) Tahun berturut- 
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang 
membahayakan pihak yang lain;  

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;  

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan  tidak ada harapan akan hidup  rukun  lagi dalam  rumah 
tangga. 

 
Kemudian dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam pasal 116 ditambahkan 2 pasal lagi, yaitu:  

                                                        
13Pasal 39 ayat (1) Undang –undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
14Pasal 39 ayat (2) Undang –undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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g. Suami melanggar taklik talak; dan 
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 
 

Alasan perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975 huruf f di atas, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi 

pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah 

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri 

tersebut.15 Kemudian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya 

dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi 

keutuhan kehidupan suami istri.16 

Secara Yuridis seorang hakim ketika membuat putusan harus dilandasi 

pertimbangan hukum yang  komprehensif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 

50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

berbunyi: 

Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga 
memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. 
 

dan juga pasal 178 ayat (1) HIR/198 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi: 

Hakim karena jabatanya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala 
alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. 

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud alasan 

hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan Undang-undang yang digunakan 

sebagai dasar tuntutan penggugat atau dasar yang digunakan hakim untuk 

                                                        
15Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-

undang Perkawinan. 
 
16Penjelasan pasal 22 ayat (2)  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana 

Undang-undang Perkawinan. 
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mengabulkan atau menolak tuntutan penggugat. Oleh karena itu, pada hakikatnya 

seorang hakim berkewajiban menggunakan peraturan perundang-undangan  dalam 

pertimbangan hukumnya, walaupun Penggugat atau Tergugat lupa atau keliru 

menyebutkan dasar hukum di dalam gugatan atau jawabanya. 

Menurut Mukti Arto, kaitanya dengan perkara gugat cerai, seorang Hakim 

baru boleh memutus perkara tersebut setelah mempunyai kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Istri Punya alasan yang cukup untuk bercerai 

2. Alasan-alasan cerai tersebut telah terbukti 

3. Kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi. 

Selain itu, hakim wajib membuktikan bahwa perkawinan tersebut benar-

benar telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali, sehingga suami istri tidak 

dapat lagi menegakkan hukum Allah tentang hak dan kewajiban masing-masing 

dalam rumah tangga. 17 

Kesimpulan tersebut, diperoleh setelah hakim melakukan pemerikasaan 

terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di 

persidangan. Dalam pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek) menyebutkan bahwa Alat bukti dalam hukum perdata ada lima yaitu 

alat bukti surat/tulisan, saksi-saksi, persangkaan pengakuan dan sumpah.18 

                                                        
17A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2008), hlm.229. 
 
18Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 2008), cet. 39, hlm. 475. 



14 
 

 
 

Kemudian Mukti Arto menambahkan empat alat bukti lagi yaitu Pemerikasaan di 

tempat, Saksi Ahli, Pembukuan dan Pengetahuan Hakim.19 

Secara Normatif, mengingat salah satu asas peradilan agama adalah asas 

personalitas keislaman,20 maka seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumber dari syari’ah Islam. Hal ini 

disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang 

dihasilkan lebih mendekat kebenaran dan keadilan yang diridloi Allah SWT. 

Dengan demikian putusan yang dihasilkan lebih memberikan rasa keadilan dan 

kepuasan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam.21 

Oleh karena itu, pertimbngan hukum seorang hakim pengadilan agama 

selain harus menggunakan dasar hukum Al-Qur’an, Al-Hadist dan Kitab-kita fiqh 

juga harus mengutamakan kemaslahatan bersama, meskipun menolak 

kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada menarik sebuah kemasalahatan. 

Maṣlaḥah merupakan suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena 

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) yang sejalan 

dengan tujuan diberlakukanya syara’ dalam menetapkan hukum.22 

Menurut Imam malik, ada tiga batasan operasional agar suatu Maṣlaḥah 

bisa dijadikan pertimbangan hakim, yaitu: 

1. Maṣlaḥah tersebut harus memiliki ketetapan yang rasionalble. 

                                                        
19A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, hlm. 145. 
 
20Mahkamah Agung RI, Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama buku II (Jakarta: Direktorat Jendral dan Peradilan Agama, 2013), hlm 58. 
 
21A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, hlm. 13. 
 
22Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347. 
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2. Maṣlaḥah harus bertujuan memelihara suatu yang bersifat Ḍaruriy dan 

menghilangkan kesulitan (raf’u al-ḥarraj), dengan cara menghilangkan 

masyaqqah dan maḍarrah. 

3. Maṣlaḥah tersebut harus sejalan dengan maqāsid asy-Syari’ah. 23 

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan umat manusia, baik 

dalam kehidupan maupun akhirat, begitu pula dengan larangan agama ditetapkan 

semata-mata utuk mencegah berbagai bentuk mafsadah dalam kehidupan. Prinsip 

ini menjadi dasar utama yang ditetapkan dalam hukum Islam, maka oleh karena 

itu segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, begitu juga 

sebaliknya semua bentuk maḍarrah dan mafsadah harus dihindarkan. Atas dasar 

ini, ulama menetapkan kaidah dasar sebagai berikut: 

 لا ضرر ولا ضرار24

Segala daya dan upaya wajib diusahakan untuk menghindarkan sesuatu 

yang akan membawa kemudharatan, atau sebagai upaya preventif agar tidak 

terjadi kemudharatan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fikih sebagai berikut: 

 الضرورات تبیخ المخظورات25

Dalam hukum Islam diperbolehkan bercerai apabila dengan cara bercerai 

membawa ke arah kebaikan dan kemaslahatan baik untuk pihak suami maupun 

istri.  

 

                                                        
23Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 59. 
 
24Ibid., hlm. 49. 
 
25Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang praktis (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 72. 
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Hal ini sesuai dengan teori Maṣlaḥah dalam kaidah fikih sebagai berikut: 

 الضرر یزال26

 

F. Metode Penelitian 

Agar dapat tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok masalah di 

atas, penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (Library Reseach), 

yaitu penelitian yang mengambil data primer, berupa  Salinan putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk 

serta Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perkara 

Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. dan ditunjang dengan wawancara 

terhadap hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat Penelitian ini adalah Preskriptif,27 yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, 

validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum yang diterapkan majelis 

hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta 

perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. 

 

 

                                                        
26Ibid., hlm. 67. 
 
27Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan 

Prenada Media Grup, 2006), hlm. 22. 
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3. Teknik Pengumpulan data 

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu: 

a. Dokumentasi,28yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri 

dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian barupa 

Salinan putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta putusan 

Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk baik berupa buku, laporan, jurnal 

serta media online. 

b. Wawancara (Interview),29yaitu metode pengumpulan data dengan 

malakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah 

ketua majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 

0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor:43/Pdt.G/2015/PTA.Yk 

4. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti 

berdasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, yang mengatur tentang masalah Peradilan Agama, 

Perkawinan dan Perceraian. 

b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti 

berdasarkan pada teks Al-Qur’an, Hadist, Kaidah Ushul Fikih serta 

pendapat para ulama yang berkaitan dengan Perkawinan dan 

Perceraian. 

                                                        
28Ibid., hlm. 100. 
 
29Sukandarrummidi, Motodologi Penelitian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2002), hlm. 88. 
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5. Analisis Data 

Analisis data yang dimaksud yaitu suatu cara yang digunakan 

untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, 

sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang permasalahan 

yang diteliti dan dibahas.30 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir: 

a. Induktif, 31 yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus 

untuk kemudian digeneralisasikan. Melalui metode ini, terlebih dahulu 

dipaparkan mengenai permasalahan seputar perceraian akibat 

perselisihan dan pertengkaran, kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan sehingga dapat menemukan pertimbangan hukum 

majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA. 

Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. 

b. Deduktif, 32 yaitu meode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum 

kepada hal-hal yang bersifat khusus. Melalui metode ini, dapat 

dianalisis apakah majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 0054/ 

Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. 

sudah sesuai dengan aturan yuridis-normatif atau belum. 

 

                                                        
30Suharsimi Arikunto, Prosedur Perenanaan: suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 205. 
 
31Sutrinso Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Abdi Offset, 2004), hlm. 12. 
 
32 Ibid., hlm. 17. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman penelitian ini, 

penyusun membaginya dalam lima bab pembahasan dan memuat beberapa subbab 

bahasan yang disusun secara urut dan sistematik sebagai berikut: 

Bab Pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan 

pembahasan secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa tujuh subbab 

bahasan yaitu:  Pertama, latar belakang masalah yang memaparkan ide awal yang 

melatarbelakangi penelitian ini dari sebuah peristiwa hukum di masyarakat. 

Kedua, pokok masalah untuk menfokuskan sebuah pembahasan dari permasalahan 

yang diteliti. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian sebagai target yang ingin 

dicapai dari sebuah penelitian yang dilakukan. Keempat telaah pustaka untuk 

membatasi dan membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Kelima, kerangka teoretik untuk digunakan sebagai 

alat analisis dari permasalahan yang diteliti. Keenam, metode penelitian untuk 

mempermudah dilakukannya penelitian sekaligus untuk membedakan sebuah 

tulisan karya ilmiah dengan tulisan lain yang bukan ilmiah dan ketujuh, 

sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

penelitian ini. 

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perceraian. Pembahasan ini 

dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman teori yang benar terhadap 

permasalahan yang diteliti, yaitu sebuah perceraian. Bab ini terdiri dari enam 

subbab bahasan yaitu: Pertama, pengertian dan dasar hukum perceraian. Kedua, 
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rukun dan syarat perceraian. Ketiga, macam-macam perceraian. Keempat, alasan-

alasan perceraian dan Kelima, tata cara melaksanakan perceraian  

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk serta putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. Pembahasan bab ini 

dimaksudkan untuk memaparkan data lapangan yang menjadi objek/sumber 

primer penelitian dan juga memaparkan mengenai instansi yang mengeluarkan 

data tersebut. Bab ini terdiri dari tiga subbab bahasan yaitu: Pertama, gambaran 

umum putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk serta Nomor: 

43/Pdt/G/2015/PTA.Yk. Kedua, Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk. dan Ketiga, Pertimbangan hukum 

putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/ PTA.Yk. 

Bab keempat berisi Analisis yuridis-normatif  terhadap pertimbangan 

hukum putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk 

serta putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/ Pta.   

Yk tentang Cerai Gugat. Pembahasan bab ini merupakan analisis terhadap data 

yang telah dipaparkan di bab tiga dengan menggunakan Metode Penelitian dan 

Kerangka Teoretik di bab satu dan dua. Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan 

yaitu: Pertama, analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan 

Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk dan Kedua, analisis terhadap 

pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 

43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. 
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Bab kelima berisi penutup yang merupakan akhir dari isi penelitian ini. 

Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan yaitu: Pertama, kesimpulan sebagai 

jawaban atas pokok masalah yang ada di bab dua dan kedua, saran-saran untuk 

sekedar masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. 
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun jelaskan secara menyeluruh

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusan

perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk, menggunakan dasar hukum

berupa: (1) Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, 5, 6 ayat 1 KHI; (2)

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 19 Tahun 1975; dan

(3) Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan Pertimbangan

hukum majelis hakim tingkat banding dalam putusan perkara Nomor:

43/Pdt.G/2015/PTA.Yk, menggunakan dasar hukum berupa: (1) Pasal 7

UU No. 20 Tahun 1947; (2) Yurisprudensi No. 266 K/AG/1993; (3)

Yurisprudensi No. 3180 K/Pdt./1985; (4)Yurisprudensi No. 38K/AG/

1990; (5) Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf

KHI; (6) Yurisprudensi No. 273/K/AG/1998; (7) Rumusan hasil  rapat

pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember  2013;

(8) Pasal 82 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989; (9) PERMA No.  1

Tahun 2008;(10) Pasal 22 ayat 2 PP. No. 9 Tahun 1975; (11) Pasal 39

UU No. 1 Tahun 1974; (12) Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989; (13) Pasal

105 huruf a KHI; (14) Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974; (15)

Pasal 49 ayat 1 UU  No. 1 Tahun 1974; (16) Pasal 50 UU No. 1 Tahun

1974; (17) Pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989. Selain dasar hukum
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tersebut, majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya

juga mengambil dasar hukum berupa pendapat DR. Mustofa As-Siba’i

dalam kitab  Al-mar’atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100, yang

intinya menerangkan bahwa apabila dalam kehidupan suami-istri

terdapat perselisihan dan pertengkaran terlepas karena masalah yang

kecil atau besar maka lebih baik mengakhiri hubungan suami-itri

tersebut, karena apabila hubungan tersebut tetap dipertahankan, jelas

akan menambah maḍarrah bagi keduanya dan juga termasuk anaknya.

2. Pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding dalam

perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk yang membatalkan putusan

majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk

tentang carai gugat secara yuridis sudah sesuai dengan hukum formil

maupun materil peradilan agama yang berlaku, karena selain didasarkan

pada Undang-undang juga didasarkan pada beberapa Yurisprudensi

Mahkamah Agung No.266K/AG/1993, No.3180 K/Pdt./1985, No.38

K/AG/1990, No.273/ K/AG/1998 serta Rumusan  hasil  rapat  pleno

kamar  perdata  Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013 yang

dilaksanakan berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2014. Kelima dasar

hukum ini yang tidak digunakan majelis hakim tingkat pertama dalam

pertimbangan hukumnya untuk menafsirkan alasan perceraian sebab

pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan putusanya

dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.
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Secara Normatif, Majelis hakim tingkat banding membatalkan Putusan

Pengadilan tingkat pertama juga sudah sesuai dengan hukum materil yang

berlaku di peradilan agama, kerena dalam pertimbangan hukumnya

menggunakan dasar hukum berupa pendapat DR. Mustofa As-Siba’i

dalam kitab  Al-mar’atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang

memperhatikan aspek madharat bagi keduabelah pihak berserta anaknya,

sehingga hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah di bawah ini:

)لا ضرار ولا ضرار( dan (الضرورات تبیخ المخظورات) , )الضرر یزال )

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan berdasarkan kesimpulan

di atas adalah sebagai barikut:

1. Untuk masyarakat luas, hendaknya ketika terjadi masalah dalam keluarga

lebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan, lantas tidak langsung

diajukan ke pengadilan, karena mengingat sebuah ikatan perkawinan

adalah ikatan yang dibangun berdasarkan akad yang sangat kuat atau

mīṡaqan ghalīẓan. Namun ketika benar-benar harus dibawa ke pengadilan

maka harus berdasarkan alasan yang jelas dan tidak mengada-ngadakan

sebuah alasan. Sehingga perceraian tersebut benar-benar menjadi jalan

terakhir yang ditempuh guna mendapatkan kemashlahatan bagi kedua

belah pihak beserta pihak lain yang bersangkutan.
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2. Untuk hakim-hakim peradilan agama, seharusnya dalam membuat

pertimbangan hukum suatu putusan harus benar-benar memperhatikan

dasar hukum yang digunakan untuk diterapkan pada fakta-fakta yang

terungkap dalam persidangan, selain itu juga harus menggunakan dasar

hukum Islam baik berupa Al-Qur’an, Hadist, pendapat ulama, dan kaidah

fikih untuk menunjukan bahwa peradilan agama merupakan lembaga yang

memutus sengketa berdasarkan asas personalitas keislaman.
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DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I
No. Hlm. Fn. Terjemahan
1 15 24 Jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan.
2 15 25 Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.
7 16 26 Kemudharatan (harus) dihilangkan.

BAB II
No. Hlm. Fn. Terjemahan
1 22 4 Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami

istri.
2 22 5 Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi

pelepasan ikatanya dengan mengggunakan kata-kata
tertentu.

3 23 6 Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan
semacamnya.

4 24 11 Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan
dengan cara yang baik.

5 24 12 Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka
mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan
cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara
yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk
memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu
menganiaya mereka.

6 25 15 Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.
7 25 16 Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa

alasan maka haram baginya bau surga.

BAB IV
No. Hlm. Fn. Terjemahan
1 74 12 Pembuktian adalah hujjah yang bisa mengeanai orang lain,

sedangkan pengakuan adalah hujjah terbatas bagi yang
memberi pengakuan itu sendiri.

2 78 18 Putusan pengadilan, tapi mereka (orang lain) tidak pernah
memiliki akses ke orang-orang membuat putusan. Mereka
tidak dapat meminta pada mereka (hakim) apa yang masuk
kedalam putusan, apa yang dinegoisasikan dan, apa yang
dikompromikan

3 87 24 Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak
dengan adanya perpecahan  dan  pertentangan,  selain  itu
justeru  akan  menimbulkan bahaya yang serius terhadap



pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan
tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam
mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas
dari masalah, apakah  sebab  terjadinya  perselisihan  itu
besar  atau  kecil, sesungguhnya  yang  lebih  baik  adalah
dengan  mengakhiri  hubungan perkawinan antara dua
orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu)
Allah  menyediakan  bagi  mereka pasangan  lain  dalam
hidupnya, barang  kali  dengan  pasangan  baru  itu
diperoleh  ketenangan  dan kedamaian.

4 88 26 Jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan.
5 89 28 Kemudharatan (harus) dihilangkan.
6 89 29 Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.
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P U T U S A N

Nomor : 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan 

Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40  tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat 

kediaman di Kecamatan Mergangsan 

Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili 

oleh kuasa hukumnya bernama AHMAD 

KHAIRUN H. S.H. M.Hum., KIKI 

PURWANINGSIH, S.H., ASASIPUTIH, 

S.H., DESI RELA BHAKTI, SH., 

pekerjaan Advokat, berkantor/ bertempat 

tinggal di Jalan Lawu No. 3 Kelurahan 

Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman 

Kota Yogyakarta, berdasarkan surat 

kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2015, 

sebagai Penggugat;

M E L A W A N 

Hal. 1 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman 

di Kecamatan Mergangsan, Kota 

Yogyakarta, sebagai Tergugat;  

    

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat-

alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 

tertanggal 01 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk., tanggal 

03 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 30 November 2003 (06 Syawal 

1424 H) telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam 

antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pejabat Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta sebagaimana 

tersebut dalam Surat Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 1 

Desember 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung keduanya hidup bersama 

sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan bertempat 

tinggal di rumah Penggugat di - Kecamatan Mergangsan Kota 

Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, berumur 8 

(delapan) tahun lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 

2006, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor - dan ANAK II, 

perempuan, berumur 3 (tiga) tahun lahir di Yogyakarta pada 

tanggal 11 Juni 2011, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor -;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat 

dan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis sebagaimana 

kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun kemudian sejak 

2012 hingga saat ini, kehidupan rumah tangga antara Penggugat 

dan Tergugat mulai tidak tentram dan tidak harmonis sebagaimana 

layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi;

5. Bahwa ketidaktentraman dan ketidakharmonisan kehidupan rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh seringnya 

terjadi perselisihan dan petengkaran diantara keduanya;

6. Bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat disebabkan, oleh sifat dan sikap buruk 

Tergugat yang selalu berkata kasar dan berperilaku kasar, 

mempunyai temperamental tinggi dan sering menyakiti perasaan 

Penggugat, serta tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa selain itu, Tergugat juga sering pulang malam bahkan 

sampai tidak pulang ke rumah tanpa pamit atau memberi kabar 

kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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8. Bahwa selain sebagaimana tersebut di atas, sifat dan sikap buruk 

Tergugat muncul sejak perkawinan hingga saat ini, Tergugat juga 

tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta membiayai 

kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung 

jawab Tergugat;

9. Bahwa oleh karena ketidakmampuan Tergugat menafkahi dan 

membiayai kehidupan rumah tangga, maka seluruh biaya 

penghidupan dalam rumah tangga menjadi tanggungan Penggugat 

sekalipun pada akhirnya mengharuskan Penggugat untuk bekerja 

keras;

10.Bahwa sifat dan sikap Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah 

dan membiayai kehidupan rumah tangga sejak perkawinan sampai 

sekarang, menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi 

kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga 

sehingga oleh karenanya telah melanggar janji nikah (sighat ta'lik);

11.Bahwa niat baik Penggugat untuk mempertahankan perkawinan 

dan bahtera rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, 

terlebih pihak keluarga Penggugat juga sudah tidak mampu untuk 

merukunkan kembali;

12.Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang 

sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang;

13.Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa bahtera rumah tangga 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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dan tidak akan hidup rukun lagi sebagaimana bunyi pasal 39 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

14.Bahwa karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan 

dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tidak tercapai, maka Penggugat sudah cukup alasan 

untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana diatur dalam 

pasal 116 huruf f dan atau huruf g Kompilasi Hukum Islam;

15.Bahwa oleh karena sifat dan sikap buruk Tergugat, dan apalagi 

senyatanya dikarenakan usia kedua orang anak Penggugat dan 

Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II yang belum dewasa 

(mumayyis) sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan maka sudah sepantasnya jika hak 

pengasuhan (hadlonah) dan perwalian atas anak tersebut 

ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

16.Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum 

sebagaimana tersebut diatas, serta demi masa depan Penggugat 

dan Tergugat beserta kedua anak hasil perkawinan tersebut, maka 

Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk 

memeriksa perkara ini guna menetapkan secara hukum bahwa 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena 

perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:
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1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. menetapkan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat 

(PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena 

perceraian beserta segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (hadlonah) dan 

perwalian atas anak yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada 

Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut 

hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon 

putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, 

Penggugat dengan didampingi kuasa dan Tergugat datang menghadap 

sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di dalam persidangan 

maupun melalui mediasi sebanyak dua kali masing-masing dengan 

mediator H. Nur Ahmad Ghazali, S.Ag., MA, dan mediator Hj. Wuri Astuti 

Syamsudin namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan 

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah 

memperbaiki dan memperjelas beberapa hal dari gugatan sebagai 

berikut:
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• Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai penyuluh pendidikan 

di UNICEF dan sedang kuliah Strata tiga (S3) di Selandia Baru;

• Bahwa sejak awal menikah sikap kasar Tergugat sudah mulai 

kelihatan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akan 

tetapi masih tinggal satu rumah, namun telah pisah tempat tidur 

sejak Agustus 2014 sampai sekarang;

• Bahwa pada petitum point (3) gugatan diperbaiki yaitu 

“Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus 

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

telah memberikan jawaban yang pada intinya membantah gugatan 

Penggat  sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat telah hdup 

bersama berpindah-pindah mulai dari Kasongan, Prawirotaman 

(Yogyakarta), Banda Aceh (NAD), Semarang (Jawa Tengah), Jaya 

Pura (Papua) kembali ke Prawirotaman (Yogyakarta) untuk 

mengukuti perjalanan karier Penggugat;

2. Bahwa tidak benar point (5) gugatan, karena kehidupan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat relatif tentram dan harmonis, 

walupun ada beberapa pertengkaran baisa yang lazim dalam 

kehidupan berumah tangga, nanti muncul pertengkaran agak 

serius ketika beberapa bulan setelah Penggugat sekolah di 

Selandia Baru tepatnya bulan Juni 2014;

3. Bahwa Tergugat bukan orang tempramental dan tidak berprilaku 

kasar dan atau berkata kasar, Tergugat senantiasa berusaha 
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sebaik mungkin sesuai kemampuan Tergugat menjaga keutuhan 

rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mengikuti Penggugat ke 

manapun bertugas, sampai Tergugat rela mengorbankan karier 

Tergugat sendiri demi kelangsungan karier Penggugat;

4. Bahwa tidak benar jika Tergugat sering ke luar malam, kecuali 

hanya tiga kali ketika itu Penggugat masih tinggal di Yogyakarta 

berlatih game online seperti Penggugat sendiri ketahui dan 

menyadari jika Tergugat senang dengan permainan game online 

(DoTA);

5. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat buruk sejak 

perkawinan sampai sekarang, selama rentang perkawinan 

Tergugat pernah beberapa kali bekerja seperti berdagang perak, 

ikut mendirikan usaha software dan pada saat gempa Yogyakarta 

Tergugat bekerja sebagai Konsultan lokal UNICEF di mana seluruh 

gaji dan pendapatan Tergugat digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga, kemudian sejak bulan Juli 2010 Penggugat 

dan Tergugat sepakat untuk membuka usaha Home stay di mana 

Tergugat sebagai pengelola dan sejak itu kebutuhan rumah tangga 

sebagian besar di topang dari usaha Home Stay tersebut, 

selanjutnya tahun 2012 Penggugat memutuskan untuk berkarier di 

UNICEF Jakarta kemudian pada Bank Dunia Jakarta, sementara 

Tergugat tetap di Yogyakarta menjalankan usaha Home Stay 

sambil mengasuh dua orang anak dengan dibantu satu orang 

pekerja dan pada bulan Desember 2014 Penggugat memutuskan 
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berhenti pada pekerjaannya dan melanjutkan sekolah S.3 (Doktor) 

di Selandia Baru;

6. Bahwa Penggugat bekerja bukan karena terpaksa untuk 

membiayai keperluan rumah tangga, teapi karena memilih karier 

dan selama Penggugat bekerja tidak sekalipun Tergugat pernah 

minta uang dan tidak pula Penggugat menyampaikan seberapa 

besar pendapatannya;

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mampu meberi nafkah untuk 

kebutuhan keluarga, namun justeru Tergugat kadang 

mengorbankan karier dalam pekerjaan demi mengikuti Penggugat;

8. Bahwa tidak benar jika Penggugat beranggapan perkawinan tidak 

dapat dipertahankan lagi, namun yang benar setelah beberapa 

bulan Penggugat sekolah di Selandia Baru sewaktu pulang ke 

Yogyakarta (September 2014) Penggugat mulai berubah dengan 

merokok tiap hari, minum minuman keras (wine) dan ketus jika 

bercakap, Penggugat memasang password pada Hand Phone 

(HP) Penggugat, Penggugat suka tertawa sendiri dengan gembira  

ketika sendirian dengan HP dan Penggugat sering bangun tengah 

malam online di depan komputer dengan alasan bekerja dan ketika 

kembali ke Selandia Baru Penggugat sudah mulai susah dihubungi 

kecuali bikin janjian untuk skype (bicara online);

9. Bahwa pada bulan Desember 2014, Penggugat minta di transfer 

uang untuk biaya hidup  dan membeli tiket pulang ke Yogyakarta 

dengan alasan Penggugat telah menghabiskan uang NZD 1,000 

(kurang lebih Rp.12.000.000. IDR);
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10.Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur 

sejak bulan Januari 2015, setelah Penggugat kembali ke 

Yogyakarta atas permintaan Penggugat, maka Tergugat dengan 

Penggugat masih berhubungan layaknya suami isteri hingga 

minggu kedua Maret 2015;

11.Bahwa tidak benar jika Tergugat memiliki sifat buruk sehingga tidak 

bisa memelihara anak, karena selama ini kedua anak Penggugat 

dengan Tergugat di asuh oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, maka 

Tergugat mohon kepada kepada Majelis Hakim untuk memutuskan 

sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pengasuhan anak 

ditetapkan kepada Tergugat karena Penggugat masih sekolah di 

luar negeri dan tidak punya penghasilan tetap; 

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, 

Penggugat telah mengajukan replik yang pada prinsipnya tetap pada 

gugatan dan menolak dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas 

diakui kebenarannya, serta menambah penjelasan antara lain sebagai 

berikut:

1. Bahwa yang benar sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak tentram, Tergugat 

selalu berkata kasar, mempunyai temperamental tinggi , sering 

menyakiti perasaan Penggugat dan serta tidak memperhatikan 
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kehidupan rumah tangga dan selalu ke luar malam bahkan tidak 

pulang tanpa pemberitahuan dan bukan dalam rangka bekerja 

mencari nafkah;

2. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah untuk biaya rumah 

tangga sejak awal pernikahan sampai sekarang, adapun home 

stay adalah usaha milik Penggugat dan berdiri di atas tanah 

warisan ayah Penggugat dan hibah dari kakak ayah Penggugat 

serta dibangun menggunakan uang Penggugat, oleh karena 

Tergugat tidak punya pekerjaan maka Penggugat minta Tergugat 

untuk mengelola home stay tersebut, namun Tergugat tidak pernah 

memberitahukan hasil pengelolaannya kepada Penggugat;

3. Bahwa Tergugat bekerja pada UNICEF hanya kurang lebih tiga 

bulan dan tidak benar Penggugat bekerja karena pilihan karier, 

melainkan Tergugatlah yang memberikan kesempatan kepada 

Penggugat untuk melanjutkan pendidikan dan karier, oleh karena 

ketidak mampuan Tergugat membiayai kehidupan rumahtangga 

maka seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk biaya untuk 

meneruskan pendidikan di Selandia baru menjadi tanggungan 

Penggugat;

4. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan anak-

anak Tergugat melimpahkan kepada pengasuh (baby sister), 

sedang Tergugat hanya sibuk dengan bermain game, sampai anak 

ANAK I pernah mengeluh jika Tergugat selalu tidak berada di 

rumah, sehingga wajar dan sesuai peraturan perundang-undangan 
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jika dua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam 

pengasuhan (hadlonah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, maka 

Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada prinsipnya juga tetap 

pada jawaban semula dan menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang 

telah diakui dengan tegas oleh Penggugat serta menambahkan 

penjelasan antara lain:

1. Bahwa Tergugat tetap memberi nafkah dan membiayai kehidupan 

rumah tangga, adapun mengenai home stay benar izin usaha atas 

nama Penggugat, tetapi yang mengelola sejak awal hingga 

gugatan cerai ini diajukan adalah Tergugat dan hasilnya selalu 

Tergugat sampaikan walaupun secara lisan karena memang tidak 

punya pembukuan dan pengeluaran hasil usaha home stay dengan 

belanja rumah tangga menjadi satu dan segala kebutuhan rumah 

tangga ditopang dari hasil usaha home stay;

2. Bahwa Tergugat pernah bekerja di UNICEF selama 10 bulan, 

namun karena ada peraturan yang tidak memperbolehkan orang 

yang punya hubungan keluarga bekerja di kantor yang sama, maka 

terjadi pengurangan pegawai dan Tergugat yang menjadi korban;

3. Bahwa tidak benar pengasuhan anak hanya dilimpahkan kepada 

baby sister karena nyatanya hanya mengasuh anak diusia anak-

anak saja seperti anak pertama sampai usia dua tahun dan anak 

ke dua sampai usia satu setengan tahun saja, setelah itu 

pengasuhan dan pemeliharaan dilakukan oleh Tergugat;
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan bukti  surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor - 

tanggal 02 Juni  2012, yang dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

yogyakarta, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya , 

lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan 

(P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, Tanggal 01 

Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, 

bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua 

Majelis diparaf dan ditandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK II, Nomor -, 

tanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, 

bermeterai cukup, sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis 

diparaf dan ditandai dengan  (P3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I, Nomor -, 

tanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Yogyakarta, bermeterai cukup, sesuai aslinya lalu oleh 

Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga - Nomor 3-tanggal 12 Maret 

2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Hal. 13 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yogyakarta, 

bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua 

Majelis diparaf dan ditandai dengan (P.5);

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat dari penggugat 

tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;   

Menimbang bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti 

surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat 

kediaman di Kecamatan Sempor, Jawa Tengah;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

• Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal 

Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 30 

Nopember 2003 di Mergangsan Kota Yogyakarta atas dasar suka 

sama suka;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

di rumah Penggugat di Prawirotaman, Kelurahan Brontokusuman 

Kecamatan Mergangsan dan telah dikaruniai dua orang anak;

• Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun damai dan nanti sekitar tahun 2011 baru mulai timbul 

percekcokan, kemudian pada bulan Agustus 2014 terjadi pisah 

rumah tetapi masih di Prawirotaman juga;

• Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan menurut cerita 

Penggugat pada saksi ialah Tergugat sering membuat Penggugat 
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sakit hati karena Tergugat temperamental dan tidak bertanggung 

jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, selain itu 

Tergugat dalam mengelola keuangan hasil penginapan tidak 

teransparan;

• Bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai pengelola penginapan 

milik Penggugat, sedangkan Penggugat bekerja pada sebuah 

perusahaan swasta di Jakarta dan pulang ke Yogyakarta sekali 

dalam dua minggu, selain itu Penggugat juga pernah sekolah di 

luar negeri dengan biaya diambil dari hasil pengelolan penginapan; 

• Bahwa setiap saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat 

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja 

dan saksi tidak pernah menemui mereka bertengkar, demikian juga 

yang mengurus anak-anak, mengantar ke sekolah adalah Tergugat 

juga dibantu dengan seorang baby sitter;

• Bahwa saksi belum pernah menanyakan kepada Tergugat terkait 

masalah rumah tangganya dan juga belum pernah diadakan 

mediasi keluarga, saksi tidak bisa mendamaikan keduanya dan 

hanya menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat saja untuk 

menyelesaikan masalahnya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat 

kediaman di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk
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• Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bekerja 

sebagai pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat, keduanya 

suami isteri yang menikah sebelum saksi bekerja pada mereka 

sekitar tiga tahun lalu;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu 

rumah di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dan telah 

dikaruniai dua orang anak, namun karena Penggugat bekerja di 

Jakarta maka Penggugat dua minggu sekali baru pulang ke 

Yogyakarta kumpul dengan keluarga;

• Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di rumah Penggugat 

dan Tergugat, keduabelah pihak baik-baik saja dan jika ada 

keributan kecil masih sebatas kewajaran yang lazim dalam rumah 

tangga, namun sekitar bulan Januari 2015 baru mulai tidak 

harmonis dan sekitar satu bulan yang lalu terjadi pisah rumah di 

mana Penggugat pindah di rumahnya yang lain sementara 

Tergugat tetap tinggal di pendopo (tempat bersama);

• Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat berpisah, 

tetapi saksi pernah mendengar keduanya berdebat dalam kamar di 

mana saksi tidak mendengar apa yang diperdebatkan;

• Bahwa Penggugat bekerja di Word Bank di Jakarta sehingga harus 

bolak balik Yogyakarta sekali dua minggu, juga pernah sekolah di 

Selandia Baru, sedangkan Tergugat bekerja mengurus dan 

mengelola penginapan milik Penggugat di Prawirotaman;

Disclaimer
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• Bahwa yang mengurus, menjaga anak-anak dan mengantar ke 

sekolah adalah Tergugat, walaupun tetap dipantau oleh Penggugat 

melalui telepon, juga dibantu oleh saksi untuk mengurus dan 

menjaga anak-anak pada siang hari karena saksi hanya bekerja 

pada siang hari saja, sehingga kalau malam anak-anak hanya 

bersama Tergugat di rumah;

• Bahwa setelah pisah rumah satu bulan yang lalu, antara 

Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dan anak-anak 

masih bersama Penggugat karena masih sedang cuti kerja;

• Bahwa kondisi anak-anak tetap baik, walaupun ada yang pernah 

sakit tetapi sudah sehat, kalau anak yang pertama pergi sekolah 

yang mengantar ialah Tergugat dan pada malam hari keduanya 

tinggal bersama Tergugat, namun setelah bertengkar dan pisah 

rumah satu bulan yang lalu anak yang pertama tidak mau menemui 

Tergugat;

• Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat agar bisa 

kembali rukan dan tinggal bersama Tergugat, tetapi Pengugat tidak 

mau dengan alasan tidak ada kecocokan;  

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi ke 

dua dari Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat 

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Tergugat juga telah 

mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Hal. 17 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyadi Budiyanto,  

Nomor -, tanggal 12 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala 

Pemerintahan Kota yogyakarta, bermeterai cukup sesuai dengan 

aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan T.1;

2. Fotokopi Surat perjanjian Pembangunan dan renovasi rumah 

beralamat di Yogyakarta, yang ditanda tangani oleh Penggugat 

dan kontraktor tanggal 16 Nopember 2008, bermeterai cukup 

sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai 

dengan T.2;

3. Tiket pesawat perjalanan ke Bali an. Tergugat bersama kedua 

orang anak mereka untuk mengunjungi Penggugat yang sedang 

berada di Bali tanpa meterai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan 

ditandai dengan T.3;

4. Fotokopi Tanda pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat 

melalui Bank BCA tanggal - untuk Living Cost sejumlah Rp 

95.000.000,- bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya lalu 

oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan T.4;

5. Fotokopi Tanda pengiriman uang untuk pembelian rumah dari 

Penggugat kepada - melalui Bank BCA tanggal 23-05- 2007  

sejumlah Rp.151.500.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus 

ribu rupiah) bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya lalu 

oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan T.5;

  Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Tergugat telah 

mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:
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1. SAKSI I T, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat 

kediaman di Kabupaten Semarang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

• Bahwa saksi tersebut adalah kakak kandung Tergugat dan 

mengenal Penggugat sebagai ipar yang menikah dengan 

Tergugat sekitar sepuluh tahun lalu di Mergangsang 

Yogyakarta atas dasar suka sama suka;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 

bersama di tempat Penggugat di Prawirotaman, Kelurahan 

Bontokusuman, Kecamatan Mergangsan-Yogyakarta dan telah 

dikaruniai dua orang anak;

• Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan 

Penggugat baik-baik saja, namun beberapa bulan terakhir ini 

sudah mulai tidak rukun, sering cekcok sehingga akhir tahun 

2014 terjadi pisah di mana Penggugat pindah rumah tetapi 

masih di Prawirotaman juga;

• Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab terjadinya 

percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi 

hanya merasa kasihan melihat Tergugat atas sikap Penggugat 

di mana Penggugat pernah berkata kepada saksi tentang 

keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Hal. 19 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk
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• Bahwa saksi beberapakali datang dan bermalam di homestay 

(rumah Penggugat) tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat 

dengan Penggugat bertengkar, namun saksi merasa kurang 

nyaman berada di tempat mereka karena Penggugat pernah 

berkata mengapa datang tidak bilang-bilang, juga Penggugat 

kurang baik terhadap ibu (keluarga) Tergugat, Penggugat tidak 

pernah datang bersilaturrahmi kepada ibu tetapi jika diperlukan 

justru ibu yang datang di tempat mereka;

• Bahwa Penggugat bekerja di organisasi PBB sering tugas ke 

luar kota dan ke luar negeri seperti ke Belgia, New Zeland dan 

Negara lainnya sehingga  Penggugat jarang berada di rumah, 

sedangkan Tergugat bekerja sebagai desiner dan mengelola 

pendopo (homestay) milik mereka;

• Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat terkait kondisi 

rumah tangganya, namun Tergugat tidak mau bercerita dan 

malah Tergugat terkesan membela Penggugat (isterinya);

• Bahwa mengenai anak-anak apabila Penggugat ke luar kota 

atau ke luar negeri maka yang mengurus adalah Tergugat 

sendiri dan bila siang dibantu oleh pembantu rumah tangga, 

sehingga antara Tergugat dengan anak-anaknya sangat akrab 

dan setahu saksi Tergugat sangat perhatian dan sayang pada 

anak-anaknya, bahkan waktu Tergugat ke Semarang (rumah 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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saksi) anak-anak mereka malam hari menelpon Tergugat 

mengatakan tidak bisa tidur karena tidak ada Papa;

• Bahwa mengenai keuangan keperluan rumah tangga termasuk 

biaya Penggugat selama di luar negeri semuanya diurusi oleh 

Tergugat; 

2. SAKSI II T, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat 

tinggal di Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena 

bertetangga juga saksi adalah Ketua RT di tempat itu, 

Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 

sepuluh tahun lalu di Kecamatan Mergangsan-Yogyakarta;

• Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 

bersama di Kecamatan Mergangsan sampai sekarang dan 

telah dikaruniai dua orang anak;

• Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan nanti sekitar 

tahun terakhir ini baru mulai cekcok sampai pisah tempat 

tinggal, dimana Penggugat pindah di rumah keluarga yang juga 

masih di Prawirotaman sedangkan Tergugat tetap di rumah 

tempat tinggal bersama sejak awal;

• Bahwa adapun penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat 

dan Tergugat saksi tidak tahu secara pasati, namun secara 
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bergantian pernah datang mengadu kepada saksi hal mana 

Penggugat mengadukan rumah tangganya tidak harmonis dan 

menginginkan bercerai, sedangkan Tergugat pernah datang 

minta bantuan saksi menemani Tergugat menemui anaknya 

yang dibawa Penggugat tinggal bersama di rumah 

keluarganya;

• Bahwa saksi pergi sendiri menemui Penggugat dan 

menyampaikan keinginan Tergugat menemui anaknya, tetapi 

Penggugat tidak mengizinkan dengan alasan takut bertemu 

dengan Tergugat;

• Bahwa Penggugat sering ke luar kota dan ke luar negeri 

sehingga jarang berada di rumah, sedangkan Tergugat bekerja 

mengurus pendopo (homestay) milik mereka dan setahu saksi 

apabila Penggugat pergi, Tergugat sendiri mengurus anak-

anaknya dengan dibantu oleh pembantu keluarga pada siang 

hari, Tergugat baik dan sayang terhadap anak-anaknya 

sehingga anak-anakpun dekat kapada bapaknya (Tergugat);

• Bahwa saksi dan sebagai Ketua RT sudah pernah menasehati 

Penggugat dan Tergugat agar bisa baik kembali dan 

mengatakan kepadanya perceraian itu dibenci oleh Allah tetapi 

tidak berhasil karena Penggugat tidak mau peduli dan tetap 

berkeras mau bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut 

baik Penggugat juga Tergugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;
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Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, baik 

Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan pula kesimpulan dan 

menanggapi alat bukti yang diajukan yang pada perinsipnya tetap 

mempertahankan pendirian masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak 

menambah keterangan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, 

maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan 

perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan 

Tergugat sesuai pula dengan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat 

telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. pasal 4, 5, 6 

ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

kedua pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya baik pada setiap persidangan juga dengan menempuh mediasi 

sebanyak dua kali dengan dihadiri langsung Penggugat dan Tergugat 

inperson, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya 

serta mohon agar Majelis memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan; 
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Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai 

ini adalah sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcokan terus menerus yang 

pada intinya disebakan Tergugat mempunyai sipat buruk, suka berkata 

kasar dan berperilaku kasar dan sering menyakiti perasaan Penggugat, 

Tergugat sering keluar dan pulang malam tanpa pamit dan Tergugat tidak 

dapat dan tidak sanggup menafkahi dan membiayai kehidupan rumah 

tangga sebagai kewajiban seorang suami dan kepala rumah tangga, 

sehingga Penggugat harus bekerja keras demi memenuhi seluruh biaya 

penghidupan dalam rumah tangga, selanjutnya terjadi pisah ranjang sejak 

bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

telah membantah seluruh dalil dan alasan Penggugat untuk menggugat 

perceraian, selanjutnya Tergugat menyatakan ketidak inginan Tergugat 

untuk bercerai sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil 

gugatan, maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian 

dan telah mengajukan bukti surat-surat sebagamana telah diberi tanda 

P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan 

aslinya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 dan P.5 berupa Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga (KK) 

membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membentuk 

rumah tangga yang terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan 
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isteri sebagai ibu rumah tangga serta dua orang anak dan hidup rukun 

sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 dan P.4 yang telah 

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menandakan 

bahwa pernikahan Penggugat denagn Tergugat pernah rukun sampai 

memperoleh dua orang anak masing-masing bernama ANAK I umur 8 

tahun dan ANAK II umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Penggugat 

mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena telah terjadi 

perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2012, disebabkan 

Tergugat mempunyai sifat buruk, sering marah dan menyakiti perasaan 

Penggugat, tidak mampu memberi nafkah dan tidak dapat memenuhi 

kewajiban sebagai suami terhadap isteri, telah dibantah seluruhnya oleh 

Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut dibantah 

kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat telah menghadirkan dua 

orang saksi dewasa dan di bawah sumpah menerangkan mengenal 

Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya saksi pertama mengaku 

mengetahui perselisihan Penggugat dengan Tergugat melalui cerita 

Penggugat, saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi 

saksi melihat Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja dan tidak 

pernah melihat bertengkar sehingga dirinya hanya menyerahkan masalah 

ini kepada Penggugat dan Tergugat saja dan tidak ingin ikut campur, 

demikinan pula saksi kedua menyatakan selama tinggal bersama dengan 

Penggugat dan Tergugat dirinya tidak pernah melihat Penggugat dengan 
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Tergugat bertengkar, kalaupun terjadi keributan kecil masih sebatas 

kewajaran dan kebiasaan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, 

adapun terjadi pisah tempat tinggal baru pada bulan Januari 2015, di 

mana Penggugat pergi di rumah yang lain masih di kampong itu juga 

(Prawirotaman);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan 

Tergugat tidak mampu memberi nafkah dan membiayai kehidupan rumah 

tangga, dua orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui jika 

Tegugat bekerja sendiri mengelola penginapan/pendopo (home stay) dan 

tidak disangkali kalau usaha itu tidak mendatangkan hasil, bahkan 

Tergugat mengaku semua kebutuhan rumah tangga dan termasuk biaya 

Penggugat sewaktu kuliah di luar negeri di ambil dari usaha Penginapan 

sebagaimana bukti T.4 berupa bukti pengiriman uang dari Tergugat 

kepada Penggugat tertanggal 28-02-2014 yang telah bermeterai cukup 

dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Penggugat yang 

menyatakan Tergugat sering keluar malam dan tidak bisa mengasuh 

anak-anak dengan baik juga dibantah oleh Tergugat, dan bila 

dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sama-sama 

mengakui bahwa yang mengasuh anak-anak termasuk mengantar 

sekolah anak yang pertama adalah Tergugat, selanjutnya saksi kedua 

menjelaskan bahwa dirinya selaku pembantu rumah tangga hanya 

membantu pada siang hari, sedangkan pada waktu malam hari Tergugat 

sendiri yang mengurus anak-anak mereka, dalam hal ini dapat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bagaimana mungkin Tergugat selalu keluar malam 

sementara tidak ada orang lain yang menemani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Penggugat yang 

menyatakan anak-anak hanya diurus oleh baby sitter, juga dibantah oleh 

Tergugat dengan jawaban bahwa baby sitter hanya mengurus anak pada 

saat bayi saja, oleh Majelis Hakim memahami bahwa sekalipun 

pengasuhan anak ditangani seorang baby sitter maka pengasuhan yang 

demikian belum dapat diartikan pemeliharaan karena pengasuhan 

tersebut tentunya di bawah control Tergugat selaku orang tua yang 

memelihara dan memberi upah kepada baby sitter;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti lawan 

berupa surat-surat sebagaimana diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 dan 

dua orang saksi dewasa yang telah memberi keterangan di bawah 

sumpah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.5 karena tidak mempunyai 

kaitan pembuktian dengan perkara ini, maka bukti tersebut tidak perlu 

dipertimbangkan, sedangkan bukti T.4 adalah sebagaimana telah 

dipertimbangkan di atas sebagai bukti bahwa Tergugat tetap memberi 

nafkah dan kebutuhan Penggugat termasuk ketika Penggugat berada di 

luar negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat 

sama-sama mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat dan 

mengetahui bahwa Penggugat bekerja di Jakarta dan sering ke luar kota 

juga pernah ke luar negeri sehingga tidak selalu berada di rumah 

Yogyakarta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pengelola usaha 
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penginapan (home stay) milik Penggugat dan Tergugat di Prawirotaman 

Yogyakarta dan tinggal ditempat tersebut bersama dengan dua orang 

anaknya, merawat serta mengurus anak-anak dan baru Tergugat dakat 

dan sayang kepada anak-anak mereka, demikian pula saksi melihat 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan beberapa 

bulan terakhir mulai timbul percekcokan dan pisah rumah karena 

Penggugat pergi, itupun perginya hanya pindah di rumah sendiri dan 

masih di Prawirotaman juga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, selanjutnya juga 

menerangkan bahwa Termohon memang terlalu menyayangi dan 

mencintai Penggugat dimana Tergugat seolah-olah menutup-nutupi 

perlakuan Penggugat yang tidak baik kepada keluarga Tergugat sendiri 

termasuk kepada ibu Tergugat yang ketika itu berkunjung ke rumah 

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah 

dikemukakan di atas oleh Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam 

kondisi baik-baik saja, kalaupun terjadi percekcokan masih sebatas 

percekcokan biasa seperti halnya dalam rumah tangga lain pada 

umumnya;

2. Bahwa percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat 

belum dan atau tidak berlangsung lama, karena Penggugat jarang 

tinggal bersama Tergugat di Yogyakarta dan hanya datang dua 

minggu sekali;
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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3. Bahwa Tergugat dalam pendiriannya sebagaimana tertera dalam 

jawaban sampai kesimpulan menyatakan masih mencintai 

Penggugat dan anak-anaknya dan sanggup mempertahankan 

kelangsungan hidup rumah tangganya dan sampai sekarang masih 

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

4. Bahwa belum terdapat bukti yang dapat menguatkan untuk 

dikabulkannya  gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, 

maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum dan tidak sanggup 

membuktikan dalil gugatannya untuk suatu alasan perceraian 

sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dan 

atau belum terbukti, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok ditolak (cerai) maka 

gugatan tentang pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan 

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  yang telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 29 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk
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M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.401.000,- 

(empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 M. 

Bertepatan dengan tanggal  23 Sya’ban 1436 H., oleh kami Drs. H. M. 

ALWI THAHA, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Hj. SRI MURTINAH, 

SH, MH serta Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH masing-masing 

sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis 

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu ROSIATI, 

S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum 

Penggugat dan  Tergugat;

Ketua  Majelis;

ttd
Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH

Hakim Anggota Hakim  Anggota
ttd ttd
Hj. SRI MURTINAH, SH, MH Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH

Panitera Pengganti
ttd
ROSIATI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp   30.000,-

2. BAPP : Rp   60.000,-

3. Panggilan : Rp 300.000,-

4. Redaksi : Rp     5.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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5. Meterai : Rp     6.000,-

Jumlah : Rp 401.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

A H M A D I, SH

Hal. 31 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk
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PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi  Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah

menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 40  tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula Penggugat,

sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha

Home stay), tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula

Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0054/Pdt.G/2015/ PA.Yk,

tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban 1436

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu

ribu rupiah);
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Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal

22 Juni 2015 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

0054/Pdt.G/2015/PA.Yk tanggal 11 Juni 2015 Masehi dan permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 29 Juni 2015 beserta

lampirannya dan membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 11

Juli 2015 beserta lampirannya;

Membaca akta pemeriksaan berkas perkara Banding (Inzage) oleh

Pembanding tanggal 13 Juli 2015 dan membaca akta pemeriksaan berkas perkara

Banding (Inzage) oleh Terbanding tanggal 14 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah

diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh

peraturan perundangan yang berlaku, utamanya Pasal 7 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding

tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara

banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

Nomor 0054/Pdt.G/2015/ PA.Yk tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 23 Sya’ban 1436 Hijriyah beserta semua Berita Acara Sidangnya, majelis

tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis tingkat pertama dan

oleh karenanya akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dengan

alasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak

tentram dan tidak harmonis sejak tahun 2012 karena seringnya terjadi perselisihan

dan petengkaran diantara keduanya yang dipicu oleh sifat dan sikap buruk

Tergugat yang selalu berkata dan berperilaku kasar, bertemperamental tinggi dan



Hlm 3 dari 13 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk

sering menyakiti perasaan Penggugat, serta tidak memperdulikan kehidupan

rumah tangga dan selain itu Tergugat juga sering pulang malam bahkan sampai

tidak pulang ke rumah tanpa pamit atau memberi kabar kepada Penggugat.

Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah pisah tempat

tidur sejak Agustus 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah berupaya mendamaikan

secara langsung di persidangan maupun melalui mediator, namun tetap tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, intinya membantah

tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut, namun membenarkan munculnya

pertengkaran agak serius ketika beberapa bulan setelah Penggugat sekolah di

Selandia Baru tepatnya bulan Juni 2014, sewaktu pulang ke Yogyakarta

(September 2014) Penggugat mulai berubah dengan merokok tiap hari, minum

minuman keras (wine) dan ketus jika bercakap, Penggugat memasang password

pada Hand Phone (HP) Penggugat, Penggugat suka tertawa sendiri dengan

gembira  ketika sendirian dengan HP dan Penggugat sering bangun tengah

malam online di depan komputer dengan alasan bekerja dan ketika kembali ke

Selandia Baru Penggugat sudah mulai susah dihubungi kecuali bikin janjian untuk

skype (bicara online). Pisah tidur yang benar mulai bulan Januari 2015,atas

permintaan Penggugat, namun sampai minggu kedua bulan Maret 2015 masih

behubungan badan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan

Replik dan Dupliknya masing-masing yang isinya tetap meneguhkan  pendiriannya

semula;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis tingkat pertama telah

memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Penggugat

mengajukan  5 (lima) surat bukti tertulis (P.1 hingga P.5) dan 2 (dua) orang saksi

(vide Berita Acara Sidang tanggal 30 April 2015), sedangkan Tergugat

mengajukan 5 (lima) surat bukti tertulis (T.1 hingga T.5) dan 2 (dua) orang saksi

(vide Berita Acara Sidang tanggal 7 Mei 2015);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama SAKSI I
(Kakak kandung Penggugat) dan SAKSI II (Pekerja di rumah tinggal Penggugat

dan Tergugat), intinya keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat
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dan Tergugat tidak harmonis, saksi SAKSI I tahu sejak setelah tahun 2011 mereka

sering cekcok, namun mengenai sifat dan sikap Tergugat seperti yang didalilkan

oleh Penggugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, sedangkan saksi SAKSI

II tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika mereka berdebat/tengkar

sekitar Januari 2015 dan sekitar sebulan yang lalu (Maret 2015) mereka tidak

serumah lagi, namun masih berdebat lewat handpone dan saksi SAKSI II

menyatakan tidak tahu sebabnya. Kedua saksi Penggugat tersebut juga

menerangkan bahwa Penggugat kerja di Jakarta dan pernah sekolah di luar

negeri (Selandia Baru) sehingga jarang di rumah, sedangkan Tergugat kerja di

rumah mengelola homestay milik Penggugat serta mengurus dan mengantar

sekolah anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding

bernama SAKSI III (Kakak kandung Tergugat) dan SAKSI IV (Ketua RT di tempat

tinggal Penggugat dan Tergugat), intinya keduanya menerangkan bahwa sekitar

setahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering cekcok

dan sekarang sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah yang lain

beserta kedua anaknya. Yang diketahui saksi SAKSI III adalah sikap Penggugat

tidak baik kepada ibu dan keluarga Tergugat, selain tidak pernah ke tempat ibu

Tergugat, Penggugat pernah mengirim sms ke HP ibu Tergugat dengan kata-kata

kasar, sedangkan saksi SAKSI IV tidak tahu siapa yang benar, karena masing-

masing membenarkan dirinya. Kedua saksi juga menerangkan bahwa Penggugat

sering pergi atau jarang di rumah karena kerja di luar kota sedangkan Tergugat

kerja di rumah mengelola homestay dan mengurus anak-anaknya dengan baik

dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari gugatan Penggugat/

Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding di atas yang kemudian

dihubungkan dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi/keluarga

yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka majelis tingkat banding

telah dapat menemukan fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan dari

perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak (bukti P.2, P.3, P.4

dan P.5);
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2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang diakui agak serius oleh

Tergugat setidaknya sejak September 2014;

3. Bahwa dalil Penggugat tentang sebab yang menjadikan perselisihan tersebut

ternyata dibantah oleh Tergugat dan kedua saksi yang telah diajukan

Penggugat/Pembanding di persidangan, ternyata tidak mengetahuinya;

4. Bahwa Penggugat jarang di rumah, sering pergi kerja di luar kota (Jakarta) dan

juga keluar negeri (sekolah di Selandia Baru), sedangkan Tergugat kerja di

rumah mengelola homestay milik Penggugat serta mengurus dan mengantar

sekolah anak-anak;

5. Bahwa  akibat ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat, pada akhirnya mereka telah berpisah rumah tinggal, Penggugat

keluar dan tinggal di rumah yang lain beserta kedua anaknya  sedangkan

Tergugat tetap tinggal dirumah semula;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di atas, telah ternyata bahwa dalil-

dalil Penggugat/Pembanding tentang sebab terjadinya perselisihan tidak dapat

dikuatkan oleh alat-alat bukti di persidangan sehingga harus dinyatakan tidak

terbukti, namun demikian secara normative  pada dasarnya terjadinya perselisihan

dan pertengkaran yang serius, ternyata diakui dan dibenarkan oleh

Tergugat/Terbanding, hanya yang menjadi penyebabnya yang berbeda, menurut

Penggugat/ Pembanding kesalahan tertumpah kepada Tergugat/Terbanding,

namun menurut Tergugat/Terbanding, justeru sebaliknya. Selain itu para saksi

yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/ Terbanding, sesuai

dengan pengetahuan mereka masing-masing, pada pokoknya katerangan mereka

ternyata juga telah menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sehingga mengakibatkan

rumah tangga mereka tidak harmonis dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI.,

diantaranya adalah putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dalam

pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa “Isi Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie

berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa

yang salah”. Selanjutnya putusan Nomor 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari
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1987, dalam pertimbangan hukumnya antara lain juga menyatakan bahwa

“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah

ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat

dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus

sehingga tidak dapat didamaikan lagi”. Demikian pula putusan Nomor 38

K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain

juga menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu

sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan

dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis tingkat banding

alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dapat

dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

yaitu antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai suami-istri

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sebagaimana

yang diakui oleh Tergugat/Terbading adalah sejak bulan September 2014 yang

lalu dengan tidak mempersoalkan siapa yang sebenarnya bersalah dan hal ini

sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

273/K/AG/1998 tanggal  17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan

fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis tingkat pertama juga

telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara baik secara

langsung di setiap persidangan maupun melalui keluarga serta orang dekat

dengan para pihak bahkan juga melalui mediator hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta (H. Nur Ahmad Ghazali, S.Ag, MA dan Hj. Wuri Astuti Syamsudin),

namun ternyata tetap tidak berhasil mendamaikan, sehingga telah terpenuhi pula

maksud pasal 82 ayat  (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta
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Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975. Dengan demikian fakta tersebut telah membuktikan pula bahwa

tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah sedemikian rupa sifat

dan keadaannya yang tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa rumusan hasil rapat pleno kamar perdata Agama

MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang menyatakan bahwa gugatan

perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah

(broken marriage) dengan indikator antara lain :

1. Bila sudah upaya damai, tetapi tidak berhasil;

2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-isteri;

3. Bila salah  satu  pihak  atau  masing-masing  pihak  meninggalkan

kewajibannya sebagai suami-isteri;

4. Bila  terjadi  pisah  ranjang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, menurut majelis tingkat

banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator yang telah diuraikan di atas,

sehingga alasan perceraian Penggugat/ Pembanding aquo telah terbukti

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga dalam

keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, menurut majelis tingkat

banding jelas akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan

pendapat DR. Mustofa As-Siba’i dalam kitab Al-mar’atu bainal Fiqhi wal Qanun,

halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding

sebagai berikut :

لغ ب تربية الاولاد فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذالك من ضرر 
فها وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب النزاع خطير  ا  كان او

يئ لكل واحد منهما لعل الله يهفأنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
شريكا أخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami-
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isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan,

selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap

pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada

kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam  mengumpulkan dua

orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab

terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih

baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang

suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi

mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan

baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini

majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, utamanya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan selain itu majelis tingkat banding juga tidak

menemukan adanya bukti-bukti perlawanan Tergugat/Terbanding yang dapat

melemahkan dikabulkannya gugatan perceraian a quo, maka gugatan perceraian

Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan dan oleh karenanya putusan

Pengadilan  Agama Yogyakarta Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk, tanggal 11 Juni

2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban 1436 Hijriyah harus

dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang dictum amarnya tercantum di

bawah ini;

Menimbang, bahwa bedasar ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tingkat banding memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta agar mengirimkan satu helai Salinan

Putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Mergangsan,

Kota Yogyakarta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Pembanding dan

Tergugat/Terbanding serta tempat berlangsungnya perkawinan mereka untuk

didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain perceraian dalam perkara ini Penggugat/

Pembanding juga mengajukan permohonan hak pengasuhan (hadhonah) dan
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perwalian atas kedua anaknya tersebut dengan alasan karena sifat dan sikap

buruk Tergugat/Terbanding dan juga karena usia kedua anak yang belum dewasa

(mumayyiz), sedangkan Tergugat/ Terbanding melalui jawabannya juga

mengajukan hak perwalian atas kedua anak dengan alasan karena selama ini

pihak Tergugat/Terbanding yang bertindak sebagai Ibu sekaligus Bapak dari

kedua anak tersebut selama Penggugat/Pembanding mengejar karier dan

pendidikannya (masih bersekolah di negara asing) dan tidak memiliki mata

pencarian;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terbukti di

persidangan sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa Penggugat/

Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat/ Terbanding mempunyai

sifat dan sikap yang buruk seperti telah diuraikan dalam posita gugatan maupun

Repliknya dan juga menurut fakta di persidangan (vide Berita Acara sidang

tanggal 12 Maret 2015), telah ternyata bahwa posisi Penggugat/Pembanding

selama ini sedang melanjutkan kuliah S3 di Selandia Baru sehingga ketentuan

normatif sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam

tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar  pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hak asuh terhadap anak pada dasarnya

adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan Jasmani,

Rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, jadi semata-mata bukan untuk

kepentingan pribadi Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai

ayah maupun ibunya, lagi pula sesuai dengan kenyataannya berdasar keterangan

para saksi baik saksi-saksi Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/

Terbanding, semuanya menyatakan bahwa selama Penggugat/Pembanding

jarang di rumah, Tergugat/Terbanding yang mengelola homestay milik Penggugat/

Pembanding serta mengurus dan mengantar sekolah anak-anak dan tidak ada

fakta yang membuktikan bahwa keadaan anak-anak yang bernama ANAK I, laki-

laki, berumur 8 (delapan) tahun lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 2006

(bukti P.4) dan ANAK II, perempuan, berumur 3 (tiga) tahun lahir di Yogyakarta

pada tanggal 11 Juni 2011 (bukti P.3) tersebut terlantar dan tidak terpenuhi

kebutuhan jasmani maupun rohaninya yang disebabkan oleh perbuatan

Tergugat/Terbanding, sehingga oleh karenanya selama kepentingan anak
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sebagaimana telah disebutkan di atas terpenuhi dengan baik, dan senyatanya

memang tidak ada fakta fakta yang terbukti sebaliknya, maka sudah selayaknya

jika Tergugat/Terbanding tetap memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara

kedua anaknya tersebut sebagaimana yang berlangsung sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua aspek hukum yang

telah dipertimbangkan di atas, maka Permohonan Penggugat/ Pembanding agar

ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan perwalian atas anak-anaknya

tersebut (petitum nomor 3 pada surat gugatan Penggugat), harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun di persidangan tidak

ternyata bahwa Penggugat/Pembanding sebagai ibu telah dicabut kekuasaannya

terhadap anak-anaknya tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 49 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga ia tetap

memiliki hak serta kewajiban sebagai ibu kandung dari anak-anaknya, khususnya

dalam masalah mencurahkan kasih sayangnya dan oleh karenanya sepatutnya

pula bahwa Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya, diberi kesempatan

yang luas untuk menjenguk dan mengajak jalan jalan anaknya tersebut secara

wajar dan dalam hal ini dimaksudkan pula agar Penggugat/Pembanding tetap

dapat mengontrol perkembangan anaknya tersebut dan selain itu juga untuk

menciptakan agar tetap terjalinnya hubungan secara timbal balik antara

Penggugat/Pembanding selaku ibu kandung dengan anaknya yang tidak mungkin

dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan hak perwalian atas kedua

anak yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana tercantum pada

petitum subsider dalam jawabannya tertanggal 19 Maret 2015, majelis tingkat

banding berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, yang intinya menjelaskan bahwa perwalian itu untuk selain orang tua,

sedangkan Tergugat/Terbanding adalah sebagai orang tua (ayah) dari kedua anak

tersebut yang menurut hukum telah mempunyai hak dan kewajiban secara timbal

balik antara orang tua dan anak (vide pasal 45 sd. 49 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan

dan harus dikesampingkan;
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Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat/Pembanding maupun

Tergugat/Terbanding yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan

dikesampingkan karena sebagian tidak memenuhi syarat formil untuk dapat

dipertimbangkan sebagai surat bukti dan sebagian lainnya karena sudah tidak ada

relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini tentang sengketa

perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Penggugat/Pembanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada

Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang

bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0054/ Pdt.G/2015/

PA.Yk, tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban

1436 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat/Pembanding sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat/Terbanding (TERBANDING)

terhadap Penggugat/Pembanding (PEMBANDING);

3. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama Yogyakarta untuk

mengirim salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap  kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta yang mewilayahi tempat tinggal

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding serta tempat

berlangsungnya perkawinan mereka untuk didaftar dan dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

4. Menolak permohonan Penggugat/Pembanding  yang  selainnya;
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5. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu

ribu rupiah);

6. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat  banding  sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 15

September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzul Hijjah 1436 Hijriyah,

oleh kami Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H. dan Drs. H. MUAYYAD, S.H., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk, tanggal 03 Agustus 2015,

putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh DRS. H. KAMTONO, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.,

HAKIM ANGGOTA  I HAKIM ANGGOTA  II

Ttd Ttd.

Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H,M.H.     Drs. H. MUAYYAD, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DRS. H. KAMTONO
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Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Biaya meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto,SH



Pedoman Wawancara

(Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/Pta.Yk)

1. Putusan Pengadilan Agama yang bagaimana yang diterima dan ditolak oleh

Pengadilan Tinggi Agama?

2. Apakah perbedaan dan persamaan alasan perceraian karena perselisihan dan

pertengkaran dengan alasan perceraian karena syiqaq?

3. Apakah perlu penentuan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran

sebagai alasan perceraian?

4. Apa saja dasar dan Pertimbangan hukum yang digunakan  majelis hakim dalam

memutus perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/Pta.Yk?

5. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara

perselisihan dan pertengkaran?

6. Bagaiman proses pemeriksaan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan

pertengkaran?

7. Apakah hakim bisa menolak gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran?

8. Bagaimana pendapat hakim mengenai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU No.

1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 1 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Kompilasa hukum Islam, tentang Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan

Perceraian,?, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alasan ini pernah diajukan

Yudicial review ke MK pada tahun 2011 lalu.
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